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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

 

2.1. Teori Dasar 

 
 

 

2.1.1. Pertanggungjawaban Pidana 

 
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata tanggung jawab adalah 

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, 

dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Sedangkan pertanggungjawaban 

adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab. 

Apeldoorn (Prasetyo, 2012: 5), menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan 

dan diberikan arti: 

1. Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh 

sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai 

dua bagian, yaitu: 

a. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan 

dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang 

menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas 

pelanggarannya. 

b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku 

untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. 
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2. Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiiil 

dapat ditegakkan. 

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini tidak dapat kita pisahkan 

pembahasannya dari tindak pidana. Dalam menjatuhkan pidana unsur tindak pidana 

dan pertanggungjawaban pidana saling berhubungan.  

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “straafbaar feit”, di dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan straafbaar feit itu sendiri. Istilah tindak pidana 

ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: 

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, 

dan undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus Tindak 

Pidana Pornografi. 

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan 

gerak-gerik jasmani jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang 

untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan 

tindak pidana. 

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam 

pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak 

pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat 

Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang 

selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah 

mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. 
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Kesimpulannya bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan 

yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian 

perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang 

sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat 

sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). 

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan 

bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan 

pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu 

pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, 

sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan 

perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban 

dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf 

zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea). Asas ini tidak tersebut 

dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia 

berlaku (Moeljatno, 2008: 165). 

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung 

jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: 

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya 

atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. 

Dari Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, dalam 

diambil kesimpulan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus 

ada: 
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1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang 

buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. 

2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik 

dan buruknya perbuatan tadi. 

Yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat 

membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua 

adalah faktor perasaan atau kehendak (volitional factor), yaitu dapat menyesuaikan 

tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang 

tidak. Sebagai konsekuensi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan 

kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia 

tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44 KUHP tadi ketidakmampuan tersebut 

harus disebabkan karena alat-alat batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya 

(Moeljatno, 2008: 178-179). 

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk merupakan tanggung jawab 

secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk, atau dari 

orang atau badan yang bergerak dalam proses menghasilkan produk, atau orang 

atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut (Ariawan dan 

Griadhi, 2013: 3). 

Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “liability” dalam segi 

falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan 

bahwa: 
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“I…Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact 

legally and other is legally subjected to the exaction.”  

Pertangungjawaban pidana di artikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban 

untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah 

di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut 

tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula 

masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat 

(Sitepu dkk, 2015: 14). 

 

2.1.2. Pelaku Pidana 

 

 
Pengertian dari pelaku atau mereka yang melakukan perbuatan menurut 

hukum, yaitu orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan 

tindak pidana (Prayudi, 2008: 43). 

 

 

2.1.3. Pelaku Usaha 
 

a. Pengertian Pelaku Usaha 

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah 

setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang 

ekonomi. Dalam penjelasan undang-undang. Dalam penjelasan Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, 
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korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain 

(Kristiyanti, 2011: 41). 

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus 

bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan 

oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang 

produsen. Meskipun demikian konsumen dan pelaku usaha ibarat sekeping mata 

uang dengan dua sisinya yang berbeda. 

 

 

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha 

mempunyai hak sebagai berikut (Kristiyanti, 2011: 43):  

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik;  

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen;  

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;  

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar 

barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak 

dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya 

kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada 

umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, 

suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang 

serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian 

yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak pelaku 

usaha saja, tetapi juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha. Dalam Pasal 7 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen kewajiban pelaku usaha, antara lain 

(Kristiyanti, 2011: 43): 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan;  

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku;  
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5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;  

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/jasa 

yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha diwajibkan 

beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen 

diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau 

jasa. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa iktikad baik 

lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam 

melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku 

usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada 

tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik 

dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja 

disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak 

barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi 

konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat 

melakukan pada saat transaksi dengan produsen (Putra, 2013: 20). 

Begitu pula halnya dengan penerapan peraturan perundang-undangan pidana 

(yang termuat dalam KUHP atau di luar KUHP), atas setiap perilaku usaha yang 
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memenuhi unsur-unsur pidana dan pelaksanaannya dijalankan oleh pejabat yang 

berwenang untuk itu. Kemanfaatan instrumen hukum publik terlihat antara lain 

(Kristiyanti, 2011: 66): 

1. Semua pelaksanaan kegiatan pengawasan dan/atau penyelidikan, penyidikan 

dan penuntut diselenggarakan oleh (aparat) pemerintah. 

2. Pengumpulan bukti-bukti serta semua proses untuk tindakan administrasi 

dan/atau peradilan atas pelaku dijalankan oleh pemerintah. 

3. Semua biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan dan peradilan 

dipikul oleh pemerintah. 

 

c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha  

 

 

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha 

mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha adalah (Kristiyanti, 

2011: 106-107): 

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan 

atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.  

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian 

uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, 

atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-sundangan yang berlaku.  

3. Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi.  
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4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.  

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku 

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut 

merupakan kesalahan konsumen. 

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat 

bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini 

berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami 

konsumen. 

 

2.1.4. Produk 
 

 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 

keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, 

organisasi, dan gagasan (Kotler dan Armstrong, 2001: 11). 

 

 

2.1.5. Telepon seluler 
 

 

Telepon seluler atau sekarang biasa disebut Smartphone manurut Gary B, 

Thomas adalah telepon yang internet enabled yang biasanya menyediakan fungsi 

Personal Digital Assistant (PDA), seperti fungsi kalender, buku agenda, buku 

alamat, kalkulator, dan catatan. Smartphone memiliki beberapa fungsi sebagai 
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pembantu tugas kantor sehari-hari, sebagai perangkat untuk viewer, editing, 

pembuat file atau dokumen dalam format Word, TXT, dan PDF, sebagai media 

untuk melakukan Push E-Mail secara cepat, sebagai perangkat teknologi hiburan, 

smartphone berfungsi sebagai perangkat untuk mengakses internet dengan jaringan 

3G, HSDPA, plus Wi-Fi, dan berfungsi sebagai pengganti pc desktop atau komputer 

(Simatupang, 2014: 17). 

 

 

2.1.6. Barang Rekondisi 
 

 

Barang rekondisi adalah barang bekas yang diperbaharui dan pengkondisian 

ulang dengan sedikit perbaikan, sehingga mendekati kualitas baru untuk kemudian 

dibuat dus dan label baru. Produk ini tidak memenuhi standar kualitas, atau cacat 

produk. Kemudian produk ini dijual lagi di pasaran dengan harga yang jauh lebih 

murah bahkan mencapai 30% dari harga aslinya. Garansi yang diberikan lebih 

pendek jangka waktunya dibandingkan barang resminya (Putra, 2013: 49). 

 

 

2.1.7. Perlindungan Konsumen 
 
a. Pengertian Perlindungan Konsumen 

 
Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya 

disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 

konsumen. 
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Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. 

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, 

diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang 

merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. 

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu 

antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta 

membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan 

sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. 

Perlindungan konsumen, merupakan istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen 

dari kerugian atas penggunaan produk barang dan /atau jasa. Hukum perlindungan 

konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau 

kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi 

konsumen. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen 

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan konsumen (Yogiartha dan Griadhi, 2013: 2). 

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi 

perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. 

Meskipun perlindungan ini diperuntukkan bagi konsumen, namun bukan berarti 

kepentingan pelaku usaha tidak mendapat perhatian. Karena bagaimanapun, untuk 

menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, keberadaan pelaku 

usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa harus mendapatkan perlakuan adil, 
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dengan memposisikan sebagai mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai 

hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan. 

 

b. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu 

diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. 

Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum 

perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang 

menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 

keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum. 

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan konsumen yang 

terdapat dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah 

sebagai berikut: 

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan penyelenggaraan 

perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-sebesarnya bagi 

kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

2. Asas keadilan dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara 

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha 

untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. 

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara 

kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil 

maupun spiritual. 
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4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan 

jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam 

penggunaan, pamakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau digunakan. 

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun 

konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. 

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya 

posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Proses sampai hasil produksi 

barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun. Tujuan 

hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan 

martabat dan kesadaran konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan 

martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan 

mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. 

Namun, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan 

konsumen dapat diterapkan secara konsekuen. Untuk mewujudkan harapan 

tersebut, perlu dipenuhi beberapa persyaratan minimal, antara lain (Kristiyanti, 

2011:10-11): 

1. Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen, 

jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab, tetapi juga 

melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur; 

2. Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan 

disertai dengan tanggung jawab; 
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3. Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya; 

4. Mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang 

mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen. 

 

 

2.1.8. Konsumen 
 

 

a. Pengertian Konsumen 

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau 

consument/konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan 

dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang (Kristiyanti, 2011: 22). 

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang 

diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan 

barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi. 

Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 undang-Undang Perlindungan Konsumen 

adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 

baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain 

dan tidak untuk diperdagangkan. 

Selain pengertian-pengertian di atas, dikemukakan pula pengertian 

konsumen, yang khusus berkaitan dengan masalah ganti rugi. Di Amerika serikat, 

pengertian konsumen meliputi “korban produk cacat” yang bukan hanya meliputi 

pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan 

korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. 

Sedangkan di Eropa, hanya dikemukakan pengertian konsumen berdasarkan 
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Product Liability Directive (selanjutnya disebut Directive) sebagai pedoman bagi 

negara MEE dalam menyusun ketentuan mengenai Hukum Perlindungan 

Konsumen. Berdasarkan Directive tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian 

adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian 

berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri (Kristiyanti, 2011: 23-

24). 

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli 

hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi 

terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan 

antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai 

akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen 

pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk 

menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari 

maksud yang sesungguhnya. 

Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yakni (Kristiyanti, 2011: 

25): 

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang 

digunakan untuk tujuan tertentu; 

2. Konsumen antara adalah setip orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa 

untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk 

diperdagangkan (tujuan komersial); 

3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan 

menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi kebutuhan 
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hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk 

diperdagangkan kembali (non-komersial). 

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, 

berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan 

diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu 

di pasar industri atau pasar produsen. Melihat pada sifat penggunaan barang 

dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik 

pengusaha perorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, 

baik pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara), dan 

dapat terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan 

oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti 

supplier, distributor, atau pedagang. Sedangkan konsumen akhir, barang dan/atau 

jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang biasanya 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya 

(produk konsumen). Barang dan/atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di 

pasar-pasar konsumen. Nilai barang atau jasa yang digunakan konsumen dalam 

kebutuhan hidup mereka tidak diukur atas dasar untung rugi secara ekonomis 

belaka, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwa 

konsumen (Kristiyanti, 2011: 25-26). 
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b. Hak dan Kewajiban Konsumen 

Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan pelindungan yang 

diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada 4 (empat) 

hak dasar konsumen, yaitu (Kristiyanti, 2011: 30): 

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 

2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed); 

3. Hak untuk memilih (the right to choose); 

4. Hak untuk didengar (the right to be heard). 

Langkah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen harus 

diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat 

dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan hak-hak tersebut. 

Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut (Kristiyanti, 2011: 31-32): 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa;  

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan;  

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa;  

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan;  
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5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut;  

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 

tidak sebagaimana mestinya;  

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga diatur di dalam Pasal 5 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen antara lain 

(Kristiyanti, 2011: 41): 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. 

Menyangkut kewajiban konsumen beriktikad baik hanya tertuju pada 

transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi 
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konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat 

melakukan transaksi dengan produsen.  

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban 

konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum 

diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan 

adanya kewajiban secara khusus seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam 

kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian 

dan/atau kejaksaan. 

Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak 

konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen 

mengikuti penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, 

tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari 

pihak pelaku usaha. 

 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 
 

 

Menurut kepustakaan ternyata sudah cukup banyak hasil penelitian dan karya 

ilmiah dibidang perlindungan konsumen. Diantaranya sebagai berikut; 

1. Iga Dwi Putra (2013), Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul 
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“Perlindungan hukum bagi konsumen barang rekondisi elektronik di Malang 

Plasa: Perspektif UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan 

hukum Islam”, dengan hasil: Kurangnya pemahaman konsumen terhadap 

hukum perlindungan konsumen dan penjualan barang rekondisi yang 

merugikan konsumen. Perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan 

penulis adalah terletak pada perspektif hukumnya. Penelitian terdahulu ini 

ditinjau dari sisi hukum privat yaitu sisi perdatanya sedangkan penelitian 

penulis ditinjau dari sisi hukum publik atau hukum pidananya. 

2. Akhmadi (2011), Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 

dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Telepon Selular 

(ponsel) Bekas Bergaransi di Daerah Istimewa Yogyakarta”, dengan hasil: 

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen telpon bekas 

bergaransi baik dalam hal hak informasi yang jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang, klausa baku yang dibuat oleh pelaku usaha dan 

tanggung jawab pelaku usaha atas klaim garansi oleh konsumen di daerah 

intimewa Yogyakarta belum berjalan optimal. Sama halnya dengan 

penjelasan di point 1, perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan 

penulis adalah terletak pada perspektif hukumnya. Penelitian terdahulu ini 

ditinjau dari sisi hukum privat yaitu sisi perdatanya sedangkan penelitian 

penulis ditinjau dari sisi hukum publik atau hukum hukum pidananya. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 
 

Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomena Barang Rekondisi 

Penangkapan kasus penjualan dan 

penyebaran barang rekondisi 

Penelitian kasus di POLISI 

RESORT KOTA 

BARELANG 

Menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku 

usaha dan penerapan Hukum Perlindungan Konsumen 

terhadap penjualan barang rekondisi di Kota Batam 

Inovasi produk telepon 

seluler 

Kurangnya pemahaman dari 

masyarakat tentang UUPK 

Pelaku usaha melakukan metode 

penjualan yang kurang bijak dengan 

mengabaikan ketentuan UUPK demi 

meraup keuntungan sebanyak-banyaknya 

Ditinjau dari KUHP (asas lex 

specialis derogat legi generali) 

1. Pasal 204 4. Pasal 378 

2. Pasal 205 5. Pasal 383 

3. Pasal 382 

Ditinjau dari UUPK (delik aduan) 

1. Pasal 61  4. Pasal 62 Ayat (3) 

2. Pasal 62 Ayat (1) 5. Pasal 63 

3. Pasal 62 Ayat (2) 


